WALIKOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 49 TAHUN 2016

TENTANG

PENATAAN GARIS SEMPADAN BANGUNAN DAN RUANG MILIK JALAN

Menimbang

Mengingat

PADA RUAS JALAN DALAM WILAYAH KOTA PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

bahwa dalam rangka menciptakan ketertiban dan keserasian
lingkungan, perlu dilakukan penataan bangunan pada ruas jalan
dalam Wilayah Kota Pontianak ;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang tentang
Penataan Garis Sempadan Bangunan dan Ruang Milik Jalan
Pada Ruas Jalan Dalam Wilayah Kota Pontianak;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara
Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan
Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang
Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang
Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor
51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 65,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung (Tambahan Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran
Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 132) ;

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4725) ;



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Menetapkan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 45,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4385);

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Bangunan
Gedung (Lembaran Negara Nomor 83 Tahun 2005, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4532);

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan
(Lembaran Negara tahun 2006 Nomor 86 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4635);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian
Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor
8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5393);

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 tentang Ketertiban
Umum (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 11 seri E Nomor 5)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 tentang
Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 2 seri E
Nomor 2);

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Bangunan
Gedung di Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor
3 Seri E Nomor 3) ;

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan
Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota
Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor
7);

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan
Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah
Tahun 2010 Nomor 1 seri D Nomor 1);

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013 - 2033 (Lembaran
Daerah Tahun 2013 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah
Nomor 117);

Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 dan Nomor 15 Tahun
2005 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Tahun 2006
Nomor 7 seri E Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENATAAN GARIS SEMPADAN
BANGUNAN DAN RUANG MILIK JALAN PADA RUAS JALAN
DALAM WILAYAH KOTA PONTIANAK.



BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

a.

b.

B o

Daerah adalah Kota Pontianak.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Walikota adalah Walikota Pontianak.

Dinas adalah Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Perumahan
Kota Pontianak.

Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB
adalah garis pada kapling yang ditarik sejajar dengan jalan yang
merupakan batas antara bagian kapling yang boleh dibangun
dan yang tidak boleh dibangun.

Ruang Milik Jalan yang selanjutnya disingkat RMJ adalah
ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar tinggi dan
kedalaman ruang batas tertentu, ruang tersebut diperuntukkan
bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan,
saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan
dan galian, gorong-gorong, perlengkapan jalan dan bangunan
pelengkap lainnya.

Penataan GSB adalah suatu sistem proses perencanaan,
pemanfaatan dan pengendalian garis sempadan bangunan pada
ruas-ruas jalan.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah sebagai
pedoman dalam penataan GSB dan RMJ.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini adalah sebagai
acuan dalam rangka penataan GSB dan RMJ demi terciptanya
lingkungan yang teratur, tertib dan selaras.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini adalah:
a. penataan GSB dan RMJ;

b. ketentuan peralihan; dan

c. ketentuan penutup.

BAB III
PENATAAN GSB DAN RMJ
Pasal 5

(1) GSB dan RMJ dilaksanakan dengan tujuan menciptakan

lingkungan yang teratur, tertib dan selaras.

(2) Ruang lingkup penataan GSB dan RMJ meliputi ruas Jalan

dalam Wilayah Kota Pontianak.



(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penataan GSB dan RMJ
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran I dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Walikota ini.

(4) Lampiran I sebagaimana tercantum pada ayat (3) memuat
tabulasi ruas jalan dan jarak garis sempadan bangunan.

Pasal 6

(1) Setiap orang atau badan yang akan melakukan pembangunan
di kawasan penataan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2,
harus melakukan penyesuaian dengan penataan tersebut.

(2) Dinas / Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis dalam
memberikan Izin Mendirikan Bangunan harus berpedoman dan
menyesuaikan dengan penataan kawasan.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 7

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan
Walikota Nomor 34 Tahun 2011 tentang Penataan Garis Sempadan
Bangunan (GSB) dan Ruang Milik Jalan (RMJ) pada Ruas Jalan
Dalam Wilayah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak
Tahun 2011 Nomor 34) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 14 November 2016

WALIKOTA PONTIANAK,
ttd
SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 14 November 2016

PJ. SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,
ttd
ZUMYATI

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2016 NOMOR 49



LAMPIRAN I :

: 34 TAHUN 2011

: 4 JULI TAHUN 2011

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR
TANGGAL

PENATAAN GARIS SEMPADAN BANGUNAN (GSB) DAN RUANG MILIK JALAN (RMJ)
PADA RUAS JALAN DALAM WILAYAH KOTA PONTIANAK

DAFTAR GARIS SEMPADAN BANGUNAN (GSB) DAN RUANG MILIK JALAN (RMJ)
PADA RUAS JALAN DALAM WILAYAH KOTA PONTIANAK

A. PONTIANAK BARAT

No. GSB SEBELAH
GSB SURAT KEPUTUSAN YANG
URUT NAMA JALAN WILAYAH PONTIANAK BARAT UTARA | SELATAN TIMUR BARAT SIMETRIS RMJ KETERANGAN TELAH TERBIT
1 JL. APEL 13,00 12,00 | AsJalan
2 JL. ATOT AHMAD (JL. K.Y SUDARSO) 4,00 8,00 | Dari Batas RMJ
3 JL. BERDIKARI (JL. HUSEIN HAMZAH) 5,00 8,00 | Dari Batas RMJ
4 JL. BERDIKARI Il (RENC. JL. LINGKAR) 10,00 51,00 | Dari Batas RMJ 24-3-24
5 JL. BERSAMA/SAWO (JL. TABRANI AHMAD) 5,00 8,00 | Dari Batas RMJ
6 JL. BERSAMA 3,50 | Batas Tanah
7 JL. EKONOMI 16,20 16,25 Dari As Jalan
8 JL. GUNUNG SAHARI 5,00 8,00 | Dari Batas RMJ (RMJ as JI)
9 JL. H. RAIS A. RACHMAN 18,50 20,00 | As Jalan atau 26,00 m dari barau Jalan parit Sei Jawi
10 JL. HARUNA (JL. MARTADINATA)/APEL 6 13,00 Dari As Jalan
11 JL. HASANUDDIN 18,50 20,00 | As Jalan atau 26,00 m dari barau Jalan parit Sei Jawi
12 JL. HASYIM AHMAD (JL. KOM YOS SUDARSO) 3,00 5,00 | Dari Batas RMJ
13 JL. JERANDING A. RACHMAN 5,00 8,00 | Dari Batas RMJ
14 JL. HUSEIN HAMZAH 10,00 25,00 | Dari RMJ, RMJ dari parit timur jl
15 JL. KARET (LINGKAR LUAR) 10,00 53,00 | Dari RMJ (RMJ = 24-5(prt)-24)
16 JL. KARYA (JL. HUSEIN HAMZAH) 4,00 6,00 | Dari Batas RMJ
17 JL. KOM YOS SUDARSO (JALAN BELUM PELEBARAN) 23,00 22,00 | AsJalan
18 JL. KOM YOS SUDARSO (SETELAH PELEBARAN) 13,00 9,00 DARI BATAS TANAH
19 JL. M. SAAD AIN 5,00 Dari Batas Tanah
20 JL. MAT SAININ 4,00 8,00 | Dari Batas RMJ
21 JL. NAWAWI HASAN (JL. K.Y. SUDARSO) 7,50 Dari As Jalan
22 JL. PUSKESMAS (JL. H. HAMZAH) 5,00 15,00 | Dari RMJ, RMJ dari Barau
23 JL.R. E. MARTADINATA 16,50 17,00 | As Jalan (As RMJ)
24 JL. TABRANI ACHMAD 13,00 12,00 | AsJalan yang ada
25 JL. TEBU 5,00 10,00 8,00 | U=dari RMJ,S=dari Sei.Beliung, RMJ dari barau luar
26 JL. UMUTTHALIB (Perumnas 1) 5,50 Dari tepi parit
27 JL. YA’. SABRAN (J1. Komyos Sudarso) 7,50 Dari As Jalan
JUMLAH = 27 RUAS JALAN




B. PONTIANAK KOTA

No. GSB SEBELAH
GSB SURAT KEPUTUSAN YANG
URUT NAMA JALAN WILAYAH PONTIANAK KOTA UTARA | SELATAN TIMUR BARAT SIMETRIS RMJ KETERANGAN TELAH TERBIT
1 JI. ALIANYANG
2 JI. ANTASARI
3 JI. AMPERA
4 JI. BATAS PANDANG (JL. DR. WAHIDIN)
5 JI. BERINGIN
6 JI. BUKIT BARISAN/ P. DARA HITAM
7 JI. CAMAR
8 JI. CENDERAWASIH
9 JI. DANAU SENTARUM
10 JI. DIPONOGORO (1)
11 JI. DIPONOGORO (2)
12 JI. Dr. SUTOMO
13 JI. Dr. WAHIDIN S. HUSODO (1) S. Jawi ke utara
14 JI. Dr. WAHIDIN S. HUSODO (2) S. Jawi ke selatan
15 JI. FATIMAH
16 JI. GUSTI HAMZAH
17 JI. GUSTI NGURAHRAI
18 JI. H. ABAS (1)
19 JI. H. ABAS (2)
20 JI. H. ABAS (3)
21 JI. H. AGUS SALIM (1)
22 JI. H. AGUS SALIM (2)
23 JI. H.M. SUWIGNYO
24 JI. HOS COKROAMINOTO (1)
25 JI. HOS COKROAMINOTO (2) DPN PS MAWAR
26 JI. HUSIN
27 JI. Ir. H. JUANDA
28 JI. ILHAM
29 JI. JEND. URIP (1)
30 JI. JEND. URIP (2) khusus Dpn Matahari
31 JI. JOHAR
32 JI. K. H. AGUS SALIM
33 JI. K. H. A. DAHLAN
34 JI. KH.W. HASYIM
35 JI. KAPTEN MARSAN
36 JI. KARIMATA
37 JI. KARIMUN
38 JI. KARTINI
39 JI. KARYA SOSIAL (JL. AMPERA)
40 JI. KENARI
41 JI. KEMAKMURAN (JL. SUWIGNYO)
42 JI. KUTILANG
43 JI. KOM. TONGGI
44 JI. LATIF




45

JI.

LEMBAH MURAI

46 JI. MERANTI

47 JI. MERDEKA BARAT / TIMUR / HOS COKRO
48 JI. NUSA INDAH BARU

49 JI. NURALI

50 JI. PATTIMURA INDAH (JL. PATTIMURA)

51 JI. PUYUH

52 JI. PUTRI DARA HITAM

53 JI. PUTRI DARANANTE

54 JI. PAK BENCENG

55 JI. PAK KASIH

56 JI. PATTIMURA (1) / Dpn JI. Nusa Indah — M. Hari
57 JI. PATTIMURA (2) / Somp. Diponegoro — Kaisar
58 JI. PATTIMURA (3) / Kaisar — Dpn JI. Nusa Indah
59 JI. PETANI

60 JI. PROF. DR. HAMKA

61 JI. PROF. DR. M. YAMIN

62 JI. PROF. DR. M. YAMIN (setelah pelebaran)

63 JI. P. NATAKUSUMA

64 JI. RAHADI USMAN

65 JI. RAJAWALI

66 JI. SEJARAH

67 JI. SEPAKAT VIII (JL. DR. WAHIDIN)

68 JI. SERAYU |

69 JI. SERAYU II

70 JI. SIAK

71 JI. SIDAS

72 JI. SISIMANGARAJA (1) (TANJUNG PURA-JL.
73 JI. SISIMANGARAJA (2) (JL. ANTASARI — JL. PATTIMURA)
74 JI. SULTAN MUHAMAD

75 JI. SUDIRMAN

76 JI. SUWIGNYO

77 JI. TAMAR

78 JI. TEGAL REJO (JL. SUWIGNYO)

79 JI. TASLIM

80 JI. TEUKU UMAR

81 JI. TEUKU CIK DITIRO

82 JI. UMAR THA

83 JI.

84 JI.

85 JI.

86 JI.

87 JI.

88 JI.

89 JI.

90

JI.







